INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANTUL
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NOMOR : 25 /B/Inst/Bt/1996,

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAY TINGKAT I BANTUL

Menimbang :

Mengingat

b

BUPATI KEPALA DAKRAH TINGEAT NI BANTUL

bahwa umiuk menciptakan Aparatur Pemerinish yaug bersih dan berwibawa
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang
Pokok-pokok Kepegawsian, maka dalem rangks pesinghatan pelayanan kepada
masyarakat, perle adanya peningkaten disiplic sparstor /pegavwal.

bahwa salah saty upaya  sebagaimana dimaksud fwref u, ditempub dengan

pelaksanaan Gerakan Digiplin Nasional

bhahwa atas dagar pertimbangan-perthsbungan tersebut diatas periu dikeluarkan
Tnstndesi Bupeti Kepalz Daerah Tinglkat I Baotul, tentang Peningkatan Gerakan
Digiplin Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1874, tentang Pokel-Pokok Pemeriptasan di
Daerah.

Undang-Undang Nomuy 15 tabun 1950, tentang Pembentukan Dhaersh-Daerah
Kabupaten dalan lingkungan Daersh Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, teniang Penetopan mulai berlalunya
Undang-Undang 1950 Nomeor 12, 13, 14 dan 15,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

4 Porsturan Pemerintzh Nomor 10 Tshun 1979, tentang Pentlaian Pelaksanaan

Fekerjaan.

Peraturan Pemerintsh Momor 30 Tahun 1980, tentung Peraturau Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. -

Keputusan Presiden Nomor 58 Talmn 1964, tentang Jam Kerja pada
Kantor-Kantor Pemerintgh Repubiik Indonesia '
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, featang Persbontukan Panitia
Crerakean Disiplin Nasional

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Folitik dan Keamanan RI
Nomor Kep.-0UMENKO/POLKAM/6/1995, tentang Tim Asistensi Panitia
CGerakan Disiplin Nasional,
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¢ Ingiuksi Cubermw Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
7/INSTR/1996, ftentang Pelaksanaan Gerahan Disiplin Nasional di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Keputusan Bupati Kepala Dacrah Tingkat Ii Baniul Nomor : B/Kep/BY
1996, tenfang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pelakeanaan
Gerakan Disiplin Nasiopal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daersh
Tingkat I{ Bantul.

Memperhatikan :  Surat Meater: Dalam Negeri Nomer X 434/19/51, tanggal 2 Mei 1995,
Perihal Gerakan Disiplin Nasional

MENGINSTRUKSIKAN

L Kepada : 1. Kepala Dinas/iustansi/Kantor/Lembaga vertikal dan otonom se-Kabupaten Daerah
Tingkat I Bantul.

2. Direkiur BURDT don RUMD ve-Fshupoten Dacrah Tingbat IT Baatul.
3. Camat don Kepala Desa se-Kabupaien Daersh Tingkat Ii Bantul.
4. Seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Daerah Tingkst [ Bantal

Untuk : 1. Meidomakan c2caa nyata Gerakas Disipla Nasiosal &lam Lo g e sehan-Lan
di lingkungas keria masing-masing stan i dal=m kepidere tormasyaraka

2. Tatz iaksans pelukrepsan Gerakaz Displa Nasixz! tpedommn pads Prompak
Tehiiis sebsgaimana tersebut dajem Lampiras | instrekes w

3. Melaporian pelakesmasn Corabm Neiplin Namioas! & laghergs be e st
masing dengse secars berkals dengrn forrat lapores sclesmmans Erscbel Salam
Lamviran I Tastraksi ini.
I Tastruksi ini votuk ditakesmeion sebagainons mestnya dan deagss =5 pris twwsaR Jeew

TIT. fsiruksi ini swlei berlaku seiak dikeluarkan.

Dikoinmiom di : Bantul

SALINAN INSTRUKSI ini dikiriz kepada Yih: & >’ ,
1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyukafta e o
2, Kepala Biro Hulaus Setwilda Propii DIV,

| 3. Kepala Biro Organisasi Setwilda Propinsi DI'Y.

4. Ketua DPRD Kasbupaten Dati II Bantul.

\i. Kepala Dinas/Badan/Inspektorat/Instansi/Lembaga
Kantor/Kecamefan /Desa se Kab. Dati Il bantul.
Direkiur Badan-Badan Usaha Milik Daerah
'se Kabupaten Dati IT Banful.



